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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana AKksi
Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun
2020 — 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 —
2024 disusun berdasarkan Rencana Aksi Program PPSDM
Kesehatan Tahun 2020 — 2024.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan wajib menyusun Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) sebagai dokumen perencanaan
Kementerian/Lembaga selama periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian
Kesehatan tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat
Eselon | dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon IlI.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020
— 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Tahun 2020
— 2024 di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan salah satu
bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 — 2024.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Plt Sekretaris
Konsit Tenaga Kesejpatan Indonesia
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Dia. Ods Fatimah Rosyati, M.Kes
N2 296504181989032002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembagunan kesehatan sangat
ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta
kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode
sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan
yang berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020 — 2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005 — 2025
karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.
Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005 — 2025, sasaran pembangunan jangka
menengah Tahun 2020 — 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai dengan amanat Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian
Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kesehatan Tahun 2020 — 2024 yang mengacu pada RPJMN 2020 — 2024. Salah
satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam Renstra 2020 — 2024
tersebut adalah meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesehatan dan kompetensinya sesuai standar yang merupakan tanggung jawab
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM)
Kesehatan.

Untuk memberikan arah dan acuan bagi semua Satuan Kerja di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan serta menggerakan semua pemangku
kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan,
Badan PPSDM Kesehatan menyusun Rencana Aksi Program Badan PPSDM
Kesehatan Tahun 2020 — 2024 dengan mengacu pada Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2020 — 2024 yang berisikan Arah Kebijakan, Sasaran
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Strategis, Strategi Pencapaian, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sampai
dengan Tahun 2024.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga
kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
(KTKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan
dan terdiri atas Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan
Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,
Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan,
penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga
kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga
Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai
dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional
Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar
kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga
kesehatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu
sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil
Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan
Badan PPSDM Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan
teknis dan dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris KTKI
bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara
teknis administratif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat KTKI sebagai satuan kerja
setara Eselon Il di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan wajib menyusun
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024 sebagai dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada Rencana Aksi Program
(RAP) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 — 2024 dan Renstra Kementerian
Kesehatan 2020 — 2024.
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B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan dengan perubahan terakhir menjadi Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan
pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR
berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali
setelah memenuhi persyaratan. STR merupakan bukti tertulis yang diberikan
oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah mengikuti Uji Kompetensi
dan mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Dalam rangka pelaksanaan Registrasi
dan Uji Kompetensi bagi tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi dan
apoteker tersebut, Menteri Kesehatan membentuk Majelis Tenaga Kesehatan
Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).

Penerbitan STR mulai dilaksanakan Tahun 2011 secara manual dan
usulan bisa dari perorangan, rumah sakit, dinas kesehatan, maupun organisasi
profesi. Pada Tahun 2012 terjadi perubahan prosedur dimana seluruh usulan
harus melalui MTKP. Registrasi secara manual ini mendapatkan banyak keluhan
karena memerlukan waktu yang panjang serta banyak terjadi pemalsuan.

Pada pertengahan Tahun 2013 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Dalam peraturan tersebut
disebutkan bahwa untuk menerbitkan STR dan Kartu Tanda Registrasi dipungut
biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100 ribu rupiah yang
disetorkan melalui rekening bendahara penerima Pusat Standardisasi dan
Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan. Adanya pungutan PNBP tersebut
menyebabkan timbulnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa
jumlah setoran yang diterima negara tidak sesuai dengan jumlah STR yang
diterbitkan oleh MTKI. Menurut BPK, pada Tahun 2013 Pusat Standardisasi dan
Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan memiliki hutang STR yang belum
diterbitkan sebanyak 100.000 STR.

Untuk mempersingkat waktu dan menghindari adanya pemalsuan, pada
Maret 2016 dilakukan uji coba registrasi secara online di Provinsi DKI Jakarta
dan Jawa Timur, disusul oleh provinsi lain pada bulan November. Walaupun
registrasi online telah diberlakukan, registrasi manual masih tetap dijalankan dan
secara bertahap ditutup. Dengan adanya registrasi secara online, keluhan
masyarakat atas lamanya penerbitan STR semakin berkurang, namun demikian
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terjadi permasalahan lain yaitu bagaimana cara mengisi aplikasi STR Online.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan melakukan sosialisasi kepada seluruh Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Institusi Pendidikan.

Pada bulan Juni 2017, dalam upaya perbaikan laporan keuangan, Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memberlakukan pembayaran PNBP melalui
kode billing Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk registrasi online
sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui berbagai alat
pembayaran seperti teller (over the counter), ATM (Automatic Teller Machine),
EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. Selain itu, pada Tahun
2017 juga diberlakukan perpanjangan STR secara online untuk mencegah
penumpukan dan ketidakjelasan usulan.

Untuk mempercepat pelayanan STR, dilakukan program One Day
Service (ODS) dimana proses pengusulan, validasi, dan pencetakan STR
dilakukan pada satu waktu dan tempat dengan melibatkan MTKP, Organisasi
Profesi, dan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hingga akhir Tahun 2017,
ODS telah dilaksanakan di 23 Provinsi. Data Tahun 2017 menunjukan bahwa
dari 384.901 STR yang diterbitkan, 117.582 STR diantaranya atau 30% dari total
STR yang diterbitkan didapatkan melalui ODS.

Sejak Tahun 2012 hingga 2018, Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan telah memfasilitasi MTKI dalam menerbitkan STR sebanyak
1.802.761 STR dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH STR

NG TAHUN (BARU DAN PERPANJANGAN)
1 2012 90.850
2 2013 371.652
3 2014 203.567
4 2015 246.895
5 2016 219.654
6 2017 384.901
7 2018 285.242
JUMLAH 1.802.761

Dalam hal pembinaan profesi, agar kompetensi tenaga kesehatan dapat
dipertahankan atau ditingkatkan baik pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
perilaku sesuai perkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan bekerja sama dengan
MTKI telah melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(P2KB).
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Untuk melakukan perpanjangan STR, tenaga kesehatan harus
memenuhi Satuan Kredit Profesi (SKP) yang telah ditetapkan oleh MTKI atas
rekomendasi Organisasi Profesi sebanyak 25 SKP, kecuali untuk Sanitarian dan
Epidemiologi sebanyak 50 SKP serta Psikologi Klinis 100 SKP. SKP tersebut
dapat dipenuhi oleh tenaga kesehatan melalui pengabdian diri sebagai tenaga
profesi atau vokasi di bidang kesehatan, pendidikan atau pelatihan, pengabdian
masyarakat, penulisan ilmiah dan pengembangan keilmuan. Agar setiap tenaga
kesehatan terpenuhi SKP-nya dan memiliki kompetensi sesuai perkembangan,
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sejak Tahun 2014 telah memfasilitasi
Organisasi Profesi dalam penyelenggaraan P2KB dimana setiap tahunnya
jumlah dan besaran paketnya berbeda sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Selain penyelenggaraan P2KB, Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan bekerja sama dengan MTKI dan Organisasi Profesi juga telah
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta fasilitasi standardisasi dan
pembinaan keprofesian tenaga kesehatan, yaitu penyusunan standar
kompetensi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI), pelaksanaan e-learning, evaluasi kemampuan, dan pengelolaan SKP
melalui CPD Portofolio Online.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian, setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia wajib memiliki STR, yaitu Surat Tanda Registrasi
Apoteker (STRA) bagi apoteker dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis
Kefarmasian (STRTTK) bagi tenaga teknis kefarmasian. Amanat Peraturan
Pemerintah tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/\VV/2011 tentang Registrasi, 1zin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian dengan membentuk Komite Farmasi Nasional (KFN) yang bertugas
melaksanakan sertifikasi dan registrasi, Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan,
serta pembinaan dan pengawasan. KFN bertanggung jawab kepada Menteri
Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

STRA berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang 6 bulan sebelum habis
masa berlakunya. Pengusulan STRA baru maupun perpanjangan dilakukan
melalui registrasi online dan pengiriman berkas. Penerbitan STRA sejak Tahun
2011 hingga 2018 difasilitasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian
dan Alat Kesehatan. Sejak Tahun 2011 hingga 2018 KFN telah menerbitkan
STRA baru dan perpanjangan sebanyak 106.628 STRA dengan rincian sebagai
berikut:

JUMLAH STRA

NO TAHUN BARU PERPANJANGAN TOTAL
1 2011 30.142 - 30.142
2 2012 8.883 - 8.883
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3 2013 5.647 - 5.647
4 2014 5.528 - 5.528
5 2015 5.537 2.567 8.104
6 2016 6.136 16.097 22.233
7 2017 6.525 7.276 13.801
8 2018 6.848 5.442 12.290

JUMLAH 75.246 31.382 106.628

Pada Tahun 2014 melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan, pemerintah mengamanatkan pembentukan KTKI
untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.
Amanat tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2018 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menyatakan bahwa
KTKI terdiri dari 3 Konsil, yaitu Konsil Keperawatan, Konsil Kefarmasian, dan
Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan. Oleh karena beban kerja Konsil
Gabungan Tenaga Kesehatan dirasakan terlalu besar, yakni menangani 9
kelompok tenaga kesehatan, maka Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2018
direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia, sehingga KTKI memiliki 11 Konsil sesuai dengan
pengelompokan tenaga kesehatan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun
2014.

KTKI mempunyai fungsi sebagai koordinator Konsil Masing-masing
Tenaga Kesehatan serta bertugas memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas,
mengevaluasi, membina dan mengawasi Konsil Masing-masing Tenaga
Kesehatan. Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi
pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan
praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-
masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga
kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga
kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun standar
nasional pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan
standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menyusun standar kompetensi
kerja bersama organisasi profesi.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,
Kementerian Kesehatan pada akhir Tahun 2018 membentuk Sekretariat KTKI
yang bertugas memberi dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KTKI berkedudukan di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
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Walaupun telah berdiri akhir Tahun 2018, Sekretariat KTKI baru menjadi
Satuan Kerja dan memiliki anggaran serta kegiatan sendiri pada Tahun 2019.
Dengan adanya Sekretariat KTKI, tugas dan fungsi Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan terkait penyusunan Kkebijakan teknis, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi registrasi, standardisasi dan profesi
tenaga kesehatan berpindah ke Sekretariat KTKI.

Hingga Agustus 2020, anggota KTKI masih dalam proses seleksi.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017, anggota KFN dan MTKI tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Konsil Masing-
masing Tenaga Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, sejak 2 Januari 2019
Sekretariat KTKI memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang FKN dan MTKI.

TUJUAN DAN KEGUNAAN

RAK Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024 merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan yang mengacu pada RAP Badan PPSDM Kesehatan
Tahun 2020 — 2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020 — 2024. RAK
Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024 berisikan Sasaran, Strategi Pencapaian,
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020 — 2024.

Tujuan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun
2020 — 2024 adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh bagian di
lingkungan Sekretariat KTKI serta instansi terkait lainnya dalam
penyelenggaraan registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga
kesehatan.

Dengan adanya Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 —
2024, diharapkan seluruh Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-
masing penanggung jawab kegiatan di lingkungan Sekretariat KTKI dan instansi
terkait lainnya sehingga dapat berjalan secara dinamis, bersinergi dan saling
mendukung.

DASAR HUKUM

Landasan penyelenggaraan kegiatan yang tertuang pada RAK
Sekretariat KTKI 2020 — 2024, antara lain:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
307);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 124);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 173);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Rl Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/Menkes/Per/\VV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
3322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
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14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1626);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914).

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat

2. Pelaksanaan dukungan registrasi tenaga kesehatan

3. Pelaksaaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian tenaga
kesehatan

4. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan
administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan

5. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat

7. Pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat.

o

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggung jawab
secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif
kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Susunan organisasi Sekretariat KTKI
terdiri atas:

1. Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Bagian Hukum dan Administrasi Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

SEKRETARIAT KONSIL
TENAGA KESEHATAN
INDOMNESIA

—

BAGIAN REGISTRASI,
STANDARDISASI DAN
KEPROFESIAN
TENAGA KESEHATAN

BAGIAN HUKUM DAN
ADMINISTRASI
umMumM

SUB BAGIAN HUKUM

SUB BAGIAN
DAN HUBUNGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM DAN

KEPEGAWAIAN DAN ‘

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN
STANDARDISASI

SUB BAGIAN
KEPROFESIAN

REGISTRASI ‘ VIASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

INFORMASI umumM

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | . PENDAHULUAN

BAB Il : VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS,
DAN STRATEGI PELAKSANAAN

BAB Il  : KELEMBAGAAN, KEGIATAN POKOK, TARGET KINERJA, DAN

KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BABV : PENUTUP

Lampiran—1 : MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Lampiran—2 : MATRIKS PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
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BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS,
DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. VISI

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur sesuai dengan RPJPN Tahun 2005 - 2025, Presiden terpilih
sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 — 2024 telah menetapkan Visi
Presiden Tahun 2020 - 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan Visi Presiden Tahun 2020 — 2024 tersebut,
Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu
menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Sekretariat KTKI tidak memiliki Visi tersendiri, tetapi mengikuti Visi
Presiden dan penjabaran Visi Presiden di bidang kesehatan oleh Kementerian
Kesehatan.

B. MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah
ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden Tahun 2020 — 2024 yang dikenal sebagai
Nawacita Kedua, yakni:

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

o0k wnNpE

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk
penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020 — 2024
sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

RENCANA AKSI KEGIATAN | 2020 - 2024



Halaman |12

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat
kesehatan dalam negeri
Sekretariat KTKI juga tidak memiliki Misi tersendiri, tetapi mempunyai
peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita Kedua, terutama
dalam Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah memfasilitasi pelaksanaan registrasi,
standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, yaitu:

1. Teregistrasinya tenaga kesehatan sebanyak 800.000 orang pada Tahun
2024.

2. Tersusunnya NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebanyak
49 NSPK pada Tahun 2024.

. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni
meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-
tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care)
dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh
inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan
Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa
meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP
swasta.

2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu
hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan
lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, Kkuratif,
rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.

3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multi sektoral
(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi
responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.

5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju
konvergensi dalam intervensi lintas program.

Sesuai RAP Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 — 2024, arah
kebijakan Badan PPSDM Kesehatan adalah pemenuhan dan peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya. Berdasarkan
arah kebijakan Tahun 2020 — 2024 Badan PPSDM Kesehatan dan Kementerian
Kesehatan, disusun arah kebijakan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024, yaitu
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melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan
registrasi, standardisasi dan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.

Dalam pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,
Sekretariat KTKI berperan dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan
melalui:

1. Perluasan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya

2. Pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian

3. Percepatan penyusunan standar praktik, standar kompetensi, standar
nasional pendidikan, dan standar kompetensi kerja tenaga kesehatan.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur arah kebijakan yang ditetapkan, Badan PPSDM
Kesehatan menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2020-
2024, yaitu:

1. Terpenuhinya Puskesmas tanpa dokter sebesar 0%

2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar
sebesar 83%

3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan
spesialis lainnya sebesar 90%

4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak
167.742 orang

Beberapa upaya yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan untuk
mencapai sasaran tersebut, antara lain:

1. Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;

2. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;

3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional
(penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian
penyakit);

4. Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;

5. Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan
standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan
perbaikan regulasi;

6. Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu,
posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang
ditetapkan.

Agar pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar sesuai
dengan standar, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan mutu terhadap
tenaga kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, pembinaan terhadap tenaga
kesehatan meliputi pembinaan teknis dan keprofesian.
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Pembinaan teknis dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta
penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penetapan petunjuk
teknis dan/atau petunjuk pelaksanakaan dan penilaian dalam pelaksanaan
praktik oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembinaan keprofesian dilakukan
melalui bimbingan, pembinaan kompetensi di bidang kesehatan, pengesahan
standar profesi tenaga kesehatan, serta sertifikasi profesi dan registrasi tenaga
kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan
Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan dan organisasi profesi.

Pengawasan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan
daerah, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan, dan organisasi profesi sesuai
dengan kewenangan masing-masing melalui sertifikasi tenaga kesehatan,
registrasi tenaga kesehatan, pemberian izin praktik tenaga kesehatan, dan
pelaksanaan praktik tenaga kesehatan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,
salah satu fungsi Sekretariat KTKI adalah pelaksanaan dukungan registrasi
tenaga kesehatan serta pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan
keprofesian tenaga kesehatan.

Sasaran Strategis Sekretariat KTKI yang akan dicapai pada Tahun 2020 -
2024 adalah terselengaranya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan
pengawasan tenaga kesehatan, dengan indikator tercapainya sasaran sebagai
berikut:

DEFINISI CARA TARGET
NG INDIKATOR OPERASIONAL PERHITUNGAN  (Kumulatif)
1. Jumlah Pencatatan tenaga  Menghitung 800.000
tenaga kesehatan selain jumlah STR Orang
kesehatan dokter dan dokter tenaga kesehatan
teregristrasi  gigi yang telah selain dokter dan
memiliki Sertifikat dokter gigi yang
Kompetensi atau diterbitkan dalam
Sertifikat Profesi 1 (satu) tahun
dan telah
mempunyai
kualifikasi tertentu
lain serta
mempunyai

pengakuan secara
hukum untuk
menjalankan praktik
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Jumlah
NSPK terkait
Konsil
Tenaga
Kesehatan
Indonesia

yang dibuktikan
dengan terbitnya
dokumen resmi
berupa Surat Tanda
Registrasi (STR)
Rancangan Norma,
Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK)
terkait Konsil
Tenaga Kesehatan
Indonesia berupa
Undang-undang,
Peraturan
Pemerintah,
Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri,
Peraturan KTKI dan
Peraturan Konsil

Menghitung
jumlah rancangan
NSPK terkait
Konsil Tenaga
Kesehatan
Indonesia yang
disampaikan
melalui surat
resmi kepada
Sekretariat
Badan PPSDM
Kesehatan dalam
1 (satu) tahun
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49 NSPK

Masing-masing
Tenaga Kesehatan
yang disusun

F. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu diterapkan

strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1.
2.

Memfasilitasi registrasi tenaga kesehatan baik baru maupun perpanjangan.
Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk
standar praktik, standar kompetensi, Standar Nasional Pendidikan Tenaga
Kesehatan, dan Standar Kompetensi Kerja (SKK).

Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan
praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang
bermutu dan melindungi masyarakat.

Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan
administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara
lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran
disiplin tenaga kesehatan.

Menyiapkan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan
institusi pendidikan tenaga kesehatan.

Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan
rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan
masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara,
pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah
tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
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BAB Il
KELEMBAGAAN, KEGIATAN POKOK, TARGET KINERJA,
DAN KERANGKA PENDANAAN

A. KELEMBAGAAN

B.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia Pasal 3 disebutkan bahwa tugas Sekretariat KTKI adalah
melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI
2. Pelaksanaan dukungan registrasi tenaga kesehatan
3. Pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian tenaga
kesehatan
4. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan
administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan
5. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI
7. Pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat KTKI

o

KEGIATAN POKOK DAN TARGET KINERJA

Untuk mencapai tujuan, Sekretariat KTKI melaksanakan 2 (dua) rincian
kegiatan, yaitu :
1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Penyelenggaraan Hukum dan Administrasi Umum

Sasaran setiap rincian kegiatan diukur secara berkala dan dievaluasi
setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk Tahun 2020 — 2024, target
yang ditetapkan pada setiap rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan :
a. Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 800.000 orang
b. Jumlah standar tenaga kesehatan yang disusun sebanyak 55 standar
c. Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui
pembinaan keprofesian sebanyak 12.000 orang
d. Jumlah tenaga kesehatan daerah yang dibina dan diawasi sebanyak
680 orang
2. Penyelenggaraan Hukum dan Administrasi Umum :
a. Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang
disusun sebanyak 49 NSPK
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b. Jumlah tenaga kesehatan teradu melanggar disiplin yang tertangani
kasusnya sebanyak 25 orang

c. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 5 dokumen

d. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sebanyak 5
dokumen

e. Jumlah laporan keuangan yang disusun 5 dokumen

f. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak
250 unit

g. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 550
unit

h. Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 dokumen

i. Jumlah dokumen pelayanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan
sebanyak 5 dokumen

j. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor
sebesar 95%

C. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan
dana dalam rangka mencapai sasaran strategis selama lima tahun ke depan.
Pendanaan Sekretariat KTKI dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Registrasi,
Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana
Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Kebutuhan Pendanaan

No Kegiatan (Ribuan Rupiah)
1. Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan 268.813.302
Keprofesian Tenaga Kesehatan
2.  Penyelenggaraan Hukum dan 216.338.698
Administrasi Umum
Jumlah 485.152.000
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BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam siklus manajemen pembangunan, komponen perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi harus saling terkait,
berkesinambungan dan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Hasil
pemantauan dan evaluasi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran. Dengan memperhatikan Good Governance, khususnya dalam konteks
akuntabilitas kinerja, seyogyanya kegiatan evaluasi diselenggarakan secara
seksama, fokus, tajam, jujur dan berhasil guna serta dilaksanakan dengan mengacu
pada Rencana Aksi Kegiatan.

A. PEMANTAUAN

Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 —
2024 ditujukan untuk mengetahui kemajuan upaya fasilitasi registrasi,
standardisasi dan keprofesian tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan selama kurun waktu Tahun 2020 — 2024.

Pemantauan ditekankan pada input, proses, dan hasil penyelenggaraan
kegiatan dari masing-masing rincian kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024. Pemantauan dapat dilakukan secara
langsung, yaitu mendatangi obyek yang menjadi sasaran pemantauan, dan
secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis data atas
laporan penyelenggaraan upaya fasilitasi registrasi, standardisasi dan
keprofesian tenaga kesehatan.

Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sejalan dengan
penyusunan laporan triwulan oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM
Kesehatan.

B. EVALUASI

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024
ditujukan untuk mengetahui keberhasilan upaya fasilitasi registrasi, standardisasi
dan keprofesian tenaga kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024
dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Sekretariat KTKI yang
dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat
KTKI

2. Evaluasi Triwulan yang dilakukan pada bulan April, Juli dan Oktober
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Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024
dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan
baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing rincian kegiatan.
Khusus untuk evaluasi tahunan, disamping dilakukan evaluasi terhadap sasaran
strategis dan sasaran rincian kegiatan Sekretariat KTKI, juga dilakukan evaluasi
terhadap pencapaian dan realisasi anggaran keluaran (output) dari Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat KTKI.

Semua hasil penilaian Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun

2020 — 2024, baik evaluasi tahunan maupun triwulan akan didokumentasikan
dalam bentuk laporan.

RENCANA AKSI KEGIATAN | 2020 -2024
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan
masyarakat dibentuk KTKI. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, KTKI
dibantu oleh sekretariat. Sekretariat berkedudukan di lingkungan Badan PPSDM
Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan
administratif KTKI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024 disusun
sebagai acuan bagi semua bagian di lingkungan Sekretariat KTKI dan para
pemangku kepentingan dalam upaya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan
dan pengawasan tenaga kesehatan. Pencapaian target kinerja dan pendanaan
Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024 akan dimonitor dan
dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun. Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi tersebut serta perkembangan yang ada, dapat dilakukan penyesuaian pada
Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 — 2024.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 —
2024 ini, diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program pengembangan
dan pemberdayaan SDM Kesehatan dalam rangka meningkatkan ketersediaan,
penyebaran dan kualitas SDM Kesehatan.

RENCANA AKSI KEGIATAN | 2020 - 2024



NO

@)
1.

MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

KEGIATAN
)

Fasilitasi
Registrasi,
Standardisasi,
dan
Keprofesian
Tenaga
Kesehatan

Penyelengga-
raan Hukum
dan
Administrasi
Umum

SASARAN
®)

Terlaksananya
Fasilitasi
Registrasi,
Standardisasi,
dan
Keprofesian
Tenaga
Kesehatan

Terlaksananya
Pelayanan
Hukum dan
Administrasi
Umum

RINCIAN
KEGIATAN
4
Registrasi

Tenaga
Kesehatan

Standar
Tenaga
Kesehatan

Pembinaan
Keprofesian
Tenaga
Kesehatan

Pembinaan
dan
Pengawasan
Mutu Tenaga
Kesehatan
Regulasi
Konsil Tenaga
Kesehatan
Indonesia

Penegakan
Hukum dan
Displin
Tenaga
Kesehatan

INDIKATOR
®)

Jumlah tenaga
kesehatan
teregistrasi

Jumlah standar
tenaga kesehatan
yang disusun

Jumlah tenaga
kesehatan yang
ditingkatkan
kompetensinya
melalui
pembinaan
keprofesian
Jumlah tenaga
kesehatan daerah
yang dibina dan
diawasi

Jumlah NPSK
terkait Konsil
Tenaga
Kesehatan
Indonesia yang
disusun

Jumlah tenaga
kesehatan teradu
melanggar disiplin
yang tertangani
kasusnya

CARA PERHITUNGAN

(6)
Menghitung jumlah STR
tenaga kesehatan selain
dokter dan dokter gigi
yang diterbitkan dalam 1
(satu) tahun
Menghitung jumlah
rancangan standar
tenaga kesehatan yang
disusun
Menghitung tenaga
kesehatan yang
difasilitasi peningkatan
kompetensinya melalui
pembinaan keprofesian

Menghitung jumlah
tenaga kesehatan di
daerah yang dibina dan
diawasi

Menghitung jumlah
rancangan NSPK terkait
Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia
yang disampaikan
melalui surat resmi
kepada Sekretariat
Badan PPSDM
Kesehatan dalam 1
(satu) tahun

Menghitung jumlah
tenaga kesehatan teradu
melanggar disiplin yang
tertangani kasusnya

BASELINE TARGET

(2019) 2020 2021 2022 2023
(7) (8)

248.036 150.000  155.000 160.000  165.000
5 5 11 12 13
- 2.000 2.200 2.400 2.600
- - 170 170 170
15 5 11 11 11
- 5 5 5 5

2024

170.000

14

2.800

170

11



RINCIAN
KEGIATAN

4
Rencana
Program dan
Anggaran

Pemantauan
dan Evaluasi

Pengelolaan
Keuangan

Layanan
Kepegawaian

Layanan
Umum,
Rumah
Tangga dan
Perlengkapan
Pengelolaan
Data dan
Informasi

Pelayanan
Humas dan
Protokoler
Pelayanan
Organisasi,
Tata Laksana
dan Reformasi
Birokrasi
Layanan
Sarana dan
Prasana
Internal

INDIKATOR
®)

Jumlah dokumen
perencanaan
yang disusun

Jumlah dokumen
pemantaun dan
evaluasi yang
disusun

Jumlah laporan
keuangan yang
disusun

Jumlah dokumen
pengelolaan
kepegawaian

Jumlah dokumen
pelayanan umum,
rumah tangga dan
perlengkapan

Jumlah dokumen
pengelolaan data
dan informasi

Jumlah dokumen
pelayanan humas
dan protokoler
Jumlah dokumen
pelayanan
organisasi, tata
laksana dan
reformasi birokrasi
1) Jumlah
pengadaan
perangkat
pengolah data
dan komunikasi
2) Jumlah
pengadaan
peralatan dan

BASELINE
CARA PERHITUNGAN
(2019) 2020 2021
(6) )
Menghitung jumlah 1 1 1

dokumen perencanaan

program dan anggaran

yang disusun

Menghitung jumlah 1 1 1
dokumen pemantauan

dan evaluasi yang

disusun

Menghitung jumlah 1 1 1
laporan keuangan yang

disusun

Menghitung jumlah 1 1 1

dokumen pengelolaan

kepegawaian yang

disusun

Menghitung jumlah 1 1 1
dokumen pelayanan

umum, rumah tangga

dan perlengkapan yang

disusun

Menghitung jumlah 1 1 1
dokumen pengelolaan

data dan informasi yang

disusun

Menghitung jumlah 1 1 1
pelayanan humas dan

protokoler yang disusun

Menghitung jumlah 1 1 1
dokumen pelayanan

organisasi, tata laksana

dan reformasi birokrasi

yang disusun

Menghitung jumlah unit 6 119 56
pengolah data dan

komunikasi yang

diadakan

Menghitung jumlah unit 11 12 437
peralatan dan fasilitas

TARGET
2022

(8)
1

30

100

2023

25

75

2024

20

26



RINCIAN
KEGIATAN

1) @) ®) 4

NO KEGIATAN SASARAN

I. | Layanan
Operasional
dan
Pemeliharaan
Kantor

INDIKATOR
®)

fasilitas

perkantoran
Realisasi
penyediaan
layanan
operasional dan
pemeliharaan
kantor

BASELINE
CARA PERHITUNGAN
(2019) 2020
(6) (7)
perkantoran yang
diadakan
membandingkan realisasi 99,81% 95%

dengan anggaran
operasional dan
pemeliharaan kantor
dikali 100%

2021

95%

TARGET
2022

(8)

95%

2023

95%

2024

95%



NO

@)
1.

MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

KEGIATAN
)

Fasilitasi
Registrasi,
Standardisasi,
dan
Keprofesian
Tenaga
Kesehatan

SASARAN
®)

Terlaksananya
Fasilitasi
Registrasi,
Standardisasi,
dan
Keprofesian
Tenaga
Kesehatan

RINCIAN
KEGIATAN
4
a.  Registrasi

Tenaga
Kesehatan

b. Standar
Tenaga
Kesehatan

c. Pembinaan
Keprofesian
Tenaga
Kesehatan

d. Pembinaan
dan
Pengawasan
Mutu Tenaga
Kesehatan

INDIKATOR
®)

Jumlah tenaga
kesehatan
teregistrasi

Jumlah standar
tenaga kesehatan
yang disusun

Jumlah tenaga
kesehatan yang
ditingkatkan
kompetensinya
melalui
pembinaan
keprofesian

Jumlah tenaga
kesehatan daerah
yang dibina dan
diawasi

DEFINISI

OPERASIONAL

(6)

Pencatatan tenaga

kesehatan selain dokter
dan dokter gigi yang
telah memiliki Sertifikat

Kompetensi atau

Sertifikat Profesi dan

telah mempunyai

kualifikasi tertentu lain

serta mempunyai
pengakuan secara
hukum untuk

menjalankan praktik yang

dibuktikan dengan

terbitnya dokumen resmi
berupa Surat Tanda

Registrasi (STR)

Rancangan standar
kompetensi, standar
nasional pendidikan,
standar kompetensi
kerja, dan standar praktik

yang disusun

Tenaga kesehatan yang

ditingkatkan

kompetensinya dengan
pembinaan keprofesian
antara lain melalui e-

learning, evaluasi

kemampuan, webinar

dan workshop

pembinaan keprofesian

Tenaga kesehatan

daerah yang dibina dan
diawasi oleh pemerintah
pusat, daerah, organisasi

profesi dan Konsil

ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)

2021 2022 2023 2024
(8)
15.153,076  21.214,306  24.396,452 26.409,781

3.872,518 5.421,525 6.234,754 6.858,229
3.260,783 4.565,096 5.249,861 5.774,847
19.391,734  27.148,428 31.220,692 34.342,761



NO
@)

KEGIATAN
)

Penyelengga-
raan Hukum
dan
Administrasi
Umum

SASARAN
®)

Terlaksananya
Pelayanan
Hukum dan
Administrasi
Umum

a.

RINCIAN
KEGIATAN

4

Regulasi
Konsil Tenaga
Kesehatan
Indonesia

Penegakan
Hukum dan
Displin
Tenaga
Kesehatan

Rencana
Program dan
Anggaran

Pemantauan
dan Evaluasi

Pengelolaan
Keuangan

Layanan
Kepegawaian

Layanan
Umum,
Rumah
Tangga dan
Perlengkapan

INDIKATOR
®)

Jumlah Norma,
Standar,
Prosedur, dan
Kriteria (NPSK)
terkait Konsil
Tenaga
Kesehatan
Indonesia yang
disusun

Jumlah tenaga
kesehatan teradu
melanggar disiplin
yang tertangani
kasusnya

Jumlah dokumen
perencanaan
yang disusun

Jumlah dokumen
pemantaun dan
evaluasi yang
disusun

Jumlah laporan
keuangan yang
disusun

Jumlah dokumen
pengelolaan
kepegawaian

Jumlah dokumen
pelayanan umum,
rumah tangga dan
perlengkapan

DEFINISI
OPERASIONAL

(6)
Masing-masing Tenaga
Kesehatan
Rancangan NSPK terkait
Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia
berupa Undang-undang,
Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri,
Peraturan KTKI dan
Peraturan Konsil Masing-
masing Tenaga
Kesehatan yang disusun
Tenaga kesehatan
teradu melanggar disiplin
yang tertangani
kasusnya oleh Konsil
Masing-masing Tenaga
Kesehatan
Dokumen perencanaan
program dan anggaran
yang disusun selama 1
(satu) tahun
Dokumen pemantauan
dan evaluasi yang
disusun selama 1 (satu)
tahun
Laporan keuangan yang
disusun selama 1 (satu)
tahun
Dokumen pengelolaan
kepegawaian yang
disusun selama 1 (satu)
tahun
Dokumen pelayanan
umum, rumah tangga
dan perlengkapan yang
disusun selama 1 (satu)
tahun

2020

743,625

942,380

408,890

118,355

270,275

3.872,994

50,910

ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)

2021

1.189,800

942,380

585,694

165,420

252,275

798,970

601,070

2022
(8)

1.665,720

1.319,332

819,972

231,588

353,185

1.118,558

841,498

2023

1.915,578

1.517,232

942,967

266,326

406,163

1.286,342

967,723

2024

2.107,136

1.668,955

1.037,264

292,959

446,779

1.414,976

1.064,495



NO

1)

KEGIATAN

@)

SASARAN

®)

RINCIAN
KEGIATAN

(4)
Pengelolaan
Data dan
Informasi

Pelayanan
Humas dan
Protokoler

Pelayanan
Organisasi,
Tata Laksana
dan Reformasi
Birokrasi

Layanan
Sarana dan
Prasana
Internal

Layanan
Operasional
dan
Pemeliharaan
Kantor

INDIKATOR
®)

Jumlah dokumen
pengelolaan data
dan informasi

Jumlah dokumen
pelayanan humas
dan protokoler

Jumlah dokumen
pelayanan
organisasi, tata
laksana dan
reformasi birokrasi

1) Jumlah
pengadaan
perangkat
pengolah data
dan komunikasi

2) Jumlah
pengadaan
peralatan dan
fasilitas
perkantoran

Realisasi

penyediaan

layanan
operasional dan
pemeliharaan
kantor

DEFINISI
OPERASIONAL

(6)
Dokumen pengelolaan
kepegawaian yang
disusun selama 1 (satu)
tahun
Dokumen pelayanan
humas dan protokoler
yang disusun selama 1
(satu) tahun
Dokumen dokumen
pelayanan organisasi,
tata laksana dan
reformasi birokrasi yang
disusun selama 1 (satu)
tahun
Perangkat pengolah data
dan komunikasi yang
diadakan selama 1 (satu)
tahun

Peralatan dan fasilitas
perkantoran yang
diadakan selama 1 (satu)
tahun

Realisasi layanan
operasional dan
pemeliharaan kantor

2020

46,330

255,404

74,680

1.443,182

80,922

1.214,358

ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)

2021

79,350

397,964

74,680

619,403

4.500,403

27.182,927

2022

(8)
111,090

557,150

104,552

867,164

6.300,564

38.056,098

2023

127,754

640,722

120,235

997,239

7.245,649

43.764,512

2024

140,529

704,794

132,258

1.096,963

7.970,214

48.140,964
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